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Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional diprediksi dapat menghasilkan produksi 5,2 juta ton padi 
per tahun atau setara dengan 5,41 persen produksi padi nasional dan 88,92 persen dari total Provinsi Papua. 
Distrik Kurik berada pada posisi kedua di Kabupaten Merauke sebagai daerah surplus padi terbesar yaitu 
dengan produktifitas 47.376,15 ton atau seatara dengan 27,41 persen. Kondisi prasarana jalan yang tidak 
memadai mengakibatkan ketidak lancaran dalam mobilitas pertanian antar wilayah. Keterbatasan anggaran 
pembangunan menuntut adanya penetapan prioritas pengembangan sarana dan prasarana transportasi secara 
efektif. Metode yang digunakan dalam penentuan prioritas pengembangan jalan yaitu Analytical Hierarchy 
Process (AHP). Perbandingan kriteria dan sub kriteria sesuai dengan sasaran sistranas sebagai variabel 
dalam penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. Hasil dari proses hirarki didapatkan prioritas 
pengembangan jalan Kampung Jaya Makmur adalah Jalan Poros Kampung dengan nilai Eigen vector 2,73. 
Hal ini disebabkan Jalan Poros Kampung merupakan jalan utama Kampung Jaya Makmur dengan kondisi 
53,19 persen merupakan jalan dengan permukaan tanah. 
 




Distrik merupakan perangkat daerah kabupaten 
atau kota di Papua yang mempunyai wilayah kerja 
tertentu  setingkat dengan kecamatan. Sedangkan 
kampung merupakan perangkat dari distrik 
setingkat dengan desa yang diatur dalam undang–
undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus di Provinsi Papua [1]. 
Kabupaten Merauke adalah penghasil tanaman 
padi terbesar di Provinsi Papua. Pada tahun 2019 
produksi padi di Kabupaten Merauke adalah 
sebesar 327.877,71 ton. Dengan luas lahan sawah 
seluas 58.874,25 hektar. Distrik  Kurik berada di 
urutan kedua dalam produktivas padi terbesar di 
Kabupaten Merauke dengan luas panen 17.247 
hektar dan produksi 100.722 ton [2]. Kampung 
Jaya Makmur merupakan salah satu Kampung 
yang ada di Distrik Kurik dengan luas 14 km
2
. 
Lahan gambut dan hutan non konservasi sebesar 
1,2 juta hektar di Kabupaten Merauke diketahui 
memiliki potensi menjadi lahan sawah produktif. 
Lahan tersebut memiliki kontur yang relatif datar 
sehingga memungkinkan untuk mekanisasi 
pertanian. Ir. Joko widodo selaku presiden 
Republik Indonesia dalam pidatonya 
mencanangkan Kabupaten Merauke sebagai 
“lumbung pangan nasional” ataupun pusat 
penghasil pangan nasional. Dengan luasan lahan 
tersebut, diprediksi dapat dihasilkan produksi 5,2 
juta ton padi per tahun atau setara dengan 5,41 
persen produksi padi nasional, 88,92 persen dari 
total Provinsi Papua, atau 76,24 persen dari total 
produksi di pulau Papua [3], [4]. 
Lumbung pangan nasioanal belum dapat 
terealisasi jika terus terkendala perkembangan 
prasarana transportasi di Kabupaten Merauke. 
Pada tahun 2015, Panjang jalan di Kabupaten 
Merauke mencapai 1.820.211 km. Panjang jalan 
beraspal lebih sedikit dibandingkan dangan jalan 
tidak teraspal dengan persentase mencapai 38,63 
persen berbanding 61,37 persen [5]. 
Kondisi sarana prasarana transportasi yang tidak 
memadai mengakibatkan ketidak lancaran dalam 
pendistribusian logistik [6]. Keterbatasan 
anggaran pembangunan dan mahalnya 
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pemeliharaan jaringan transportasi menuntut 
perubahan pola pikir manusia dan strategi ke arah 
perencanaan serta penetapan prioritas 
pembangunan dan pengembangan sarana dan 
prasarana transportasi secara efektif, sesuai 
kebutuhan yang berdasar pada realitas pola 
aktivitas masyarakat, pola bangkitan dan tarikan 
pergerakan antar daerah yang terbentuk dalam 
suatu tatanan transportasi wilayah.  [7], [8]. 
Peningkatan prasarana transportasi dan 
aksesibilitas dapat memperbaiki layanan dasar 
masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. 
Kebutuhan sistem transportasi yang efisien, efektif 
dan waktu delivery yang sesuai dengan 
penjadwalan merupakan tujuan perencanaan 




Metode yang digunakan dalam penentuan 
prioritas pembangunan adalah metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai 
perhitungan prioritas pengembangan jaringan 
jalan.  
AHP merupakan metode pengambilan 
keputusan multi kriteria untuk pemecahan 
masalah yang kompleks dengan banyak 
variabel yang dapat dikembangkan dalam 
pengembangan alternatif infrastruktur 
pengembangan jaringan jalan [12]–[16]. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
berupa kuisioner dan metode kuantitatif dengan 
menghitung nilai hasil kuisioner. Pengukuran 
prioritas pengembangan jaringan jalan 
digunakan 50 sampel yang terdiri user dan 
publik. 
Lokasi penelitian yaitu berada pada Distrik 
Kurik, Kampung Jaya Makmur.  
 
Gambar 1. Lokasi penelitian, Kampung Jaya 
Makmur, Distrik Kurik. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Produksi padi di Kabupaten Merauke 
Produksi komoditas padi dan perbedaan 
jumlah penduduk di setiap distrik membuat 
kebutuhan pangan menjadi tidak seimbang 
sehingga di beberapa distrik mengalami Surplus 
dan beberapa distrik lainnya mengalami 
Devisit. Tidak meratanya jumlah produksi 
membuat kebutuhan jaringan transportasi 
logistik menjadi sangat diperlukan agar 
menekan disparitas antar wilayah. 
 Dari hasil tabel 2 pada lampiran dapat 
disimpulkan bahwa Kabupaten Merauke 
Surplus sebesar 171.361,50 ton. Distrik Kurik 
adalah daerah surplus ke dua setelah Distrik 
Tanah Miring yang mendukung Kabupaten 
Merauke sebagai daerah surplus padi. Total 
jumlah surplus Distrik Kurik mencapai 
47.376,15 ton atau 27,41% dari total hasil 
surplus kabupaten. 
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Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi 
tugas besar bagi Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Merauke sebab dari hasil pengukuran 
eksisting diketahui bahwa ruas jalan yang 
beraspal hanya mecapai 28,43% atau sepanjang 
1,76 km dari panjang total jalan 6,19 km yang 
selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2. 
 
Gambar 2. Permukaan jalan Kampung Jaya 
Makmur 
Jalan yang terdapat pada Kampung Jaya 
Makmur terbagi atas 2 jenis jalan yaitu jalan 
lokal dan jalan lingkungan. Jalan lokal biasa 
juga disebut jalan poros kampung dan memiliki 
panjang 3,76 km dengan kondisi 1,76 km 
merupakan jalan dengan permukaan aspal dan 2 
km merupakan jalan tanah. Sedangkan untuk 
jalan lingkungan memiliki panjang keseluruhan 
2,43 km dengan kondisi permukaan jalan masih 
belum terdapat perkerasan jalan ataupun 
merupakan jalan tanah yang selengkapnya 
dapat dilihat pada gambar 3.  
 
Gambar 3. Gambar klasifikasi jalan Kampung 
Jaya Makmur 
Selain jalan lokal atau jalan poros pada 
Kampung Jaya makmur terdapat juga jalan 
lingkungan yang terbagi atas 4 jalan yaitu jalan 
Jalan Flamboyan 0,57 km, Jalan Melati 0,62 
km, Jalan Cempaka 0,62 km, Jalan Mawar 0,62 
km yang selengkapnya dapat dilihat pada 






Gambar 4. Nama jalan yang ada di Kampung 
Jaya Makmur 
 
c. Penentuan prioriotas pembangunan  jalan 
Penentuan prioritas pengembangan jalan 
dapat digunakan Metode AHP yaitu dengan 
menggunakan kuisioner dengan bagan rencana 
hirarki 1 dan hirarki 2. Hirarki 1 
menggambarkan tujuan pengembangan jalan 
sesuai istrumen Sistranas (Sistem Transportasi 
Nasional) yaitu terdapat 3 kriteria dan 14 sub 
kriteria. Nilai Eigen Vector didapatkan setelah 
uji normalisasi dan uji konsistensi data.  
Dalam hirarki 1 dapat dijelaskan bahwa 
semakin tinggi nilai manfaat ruas jalan maka 
nilai Eigen vector juga semakin besar.  Dalam 
jalan Kampung Jaya Makmur, kriteria Delivery 
adalah  kriteria yang paling didominasi karena 
berkaitan dengan kelancaran mobilisasi. Hal ini 
juga disebabkan karena jarak antara Kampung 
Jaya Makmur dan pusat Kota Merauke relatif 
jauh yaitu 76 km dan sub kritria yang paling 
penting bagi masyarakat kampung Jaya 
Makmur dalam pengembangan jalan adalah 
Lancar dan Cepat. 
Tabel 1. Nilai eigen vector sesuai urutan 
prioritas (Hirarki 1) 
Kriteria   Sub Kriteria   
Delivery 0,47 Lancar dan cepat 0,45 




Jalan di aspal 
Jalan tanah 
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    Mudah dicapai 0,20 
    Teratur 
 
0,10 
Quality 0,34 Selamat  0,34 
    Nyaman 
 
0,27 
    Aman 
 
0,19 
    Tertib 
 
0,11 
    Rendah Polusi   0,09 
Cost 0,19 Efisien 
 
0,35 
    Aksebilitas 
 
0,22 
    Terpadu 
 
0,19 
    Kapasitas 
 
0,13 
    Tarif   0,11 
 
 
Dalam hirarki 2 dapat dijelaskan bahwa 
semakin tinggi nilai Eigen vector semakin besar 
keinginan masyarakat untuk mengembangkan 
jalan tersebut karena jalan tersebut sering 
digunakan untuk mobilasasi petani dalam 
kegiatan tanam dan juga pengangkutan hasil 
pertanian. Berikut arah prioritas pengembangan 
jalan Kampung Jaya Makmur 
 
Gambar 3. Prioritas pengembangan jalan 
Kampung Jaya Makmur (Hirarki 2) 
Jumlah Eigen vector dengan nilai tertinggi terdapat 
pada ruas Jalan Poros Kampung Jaya Makmur 
dengan nilai Eigen vector 2,73. Selanjutnya adalah 
ruas Jalan Flamboyan dengan nilai 1,38 dan ruas 
Jalan Melati dengan nilai 1,35. Selain itu dengan 
nilai Eigen vector terendah adalah ruas Jalan Mawar 
dengan nilai 1,26 dan ruas Jalan Cempaka 1,25. Hal 
ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat 
menginginkan adanya pengembangan ruas Jalan 
Poros Kampung Jaya Makmur agar mobilisasi 
petani menjadi lancer dan cepat. Ruas Jalan Poros 
Jaya Makmur yang dapat dikembangkan dengan 
kondisi belum teraspal ialah sepanjang 2.km yang 
dapat dilihat kembali pada gambar 2. 
 
KESIMPULAN 
Total jumlah surplus padi Distrik Kurik berada 
pada posisi kedua di Kabupaten Merauke yaitu 
47.376,15 ton atau 27,41 persen. 
Pengembangan jalan Kampung Jaya Makmur 
untuk mendukung Distrik Kurik sebagai daerah 
surplus padi adalah ruas Jalan Poros Kampung 
Jaya Makmur dengan kondisi belum teraspal 
sepanjang 2 km. ruas ini dinilai mendukung 
Delivery atau mobilisasi pertanian dengan 
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